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The purpose of this study is to identify the determinants of local government’s financial 
performance. This research employs a meta-analysis technique with a sample 
consisting of 33 articles from academic journals, graduate and undergraduate 
students’ theses reporting on local government’s financial performances in Indonesia 
published from 2006 to 2016. The results of the study demonstrate that there are five 
factors affecting local government’s financial performance, that is the level of the 
region’s wealth, the size of the local government, leverage, local tax revenue and audit 
findings. On the other hand, the dependence level, capital expenditure, and legislative 
size are not shown to be factors local government’s financial performance. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi determinan dari kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  Penelitian ini menggunakan pendekatan meta-analisis dengan 
sampel 33 artikel, baik dari jurnal akademik, thesis ataupun skripsi yang meneliti 
kinerja keuangan pemerintah yang dipublikasikan dari tahun 2006 sampai dengan 
2016.  Hasil penelitian
 
menunjukkan terdapat lima faktor yang menentukan kinerja 
keuangan pemerintah daerah, yaitu tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah 
daerah, leverage, pendapatan pajak daerah dan temuan audit.  Disisi lain, tingkat 
ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan ukuran legislatif tidak 
terbukti merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.  
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Penelitian terkait dengan kinerja pemerintah daerah semakin intensif dilakukan 
seiring dengan diimplementasikannya otonomi daerah. Impikasi kebijakan ini adanya 
 




kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja 
daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai. Pengukuran 
kinerja daerah adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui pencapaian 
kinerja pemerintahan daerah yang baik (Noviyanti dan Kiswanti 2016).  Pengukuran 
kinerja pemerintah secara berkelanjutan diperlukan untuk menjadi masukan penting 
dalam upaya pencapaian tujuan pemerintah daerah (Sesotyaningtyas, 2012). 
Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan 
kinerja keuangan pemerintah, salah satunya dengan menggunakan adanya peningkatan 
kemandirian daerah, yang memberikan indikasi berkurangnya ketergantungan 
keuangan kepada pemerintah pusat (Ajani, Akram dan Handajani 2016). Upaya 
peningkatan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil kekayaan daerah maupun PAD lain yang sah perlu untuk terus diupayakan 
guna mendukung pembiayaan daerah. (Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin 2012, 
Abdullah, Asmawanti dan Febriansyah 2015). 
Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap 
pemerintah pusat adalah dari seberapa besar pemberian dana perimbangan, yang terdiri 
dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan juga dana bagi hasil 
(DBH). DAU memiliki peranan yang dominan dari dana lain untuk dioptimalkan guna 
mempercepat pembangunan daerah dan DAK sendiri digunakan untuk kepentingan 
khusus daerah tersebut (Jauhar, 2016). 
Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menginvestasi determinan dari 
kinerja keuangan daerah.  Faktor-faktor tersebut diantaranya PAD, DAU, DAK 
(Abdullah, Asmawanti dan Febriansyah 2015), karakteristik pemerintah sendiri yang 
dapat dilihat dari ukuran kemakmuran, ukuran legislatif, leverage, intergovenmental 
revenue (Sumarjo, 2010), pendapatan pajak daerah (Sesotyaningtyas, 2012), belanja 
modal, ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan kekayaan daerah 
(Mustikarini dan Fitriasari 2012). 
Karakteristik pemerintah daerah memiliki indikator-indikator lainnya yaitu 
pengawasan dari auditor internal (Kusumaningrum, 2015), umur administratif daerah 
tersebut (Wirawan, 2014), retribusi daerah (Alfarisi, 2015), dan pertumbuhan ekonomi 
(Rochmah, 2015). Selain itu,  masih terdapat determinan lain kinerja keuangan, yaitu 
tata kelola pemerintah, baik transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan partisipasi 
masyarakat (Hasthoro dan Sunardi 2016), jumlah penduduk dan jumlah pekerja daerah 
tersebut (Darmanto, 2012). 
Namun demikian, hasil-hasil penelitian tersebut menghasilkan temuan sebagai 
berikut: pertama tidak semua faktor yang digunakan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja, kedua terdapat inkonsistensi pengaruh faktor-faktor tertentu 
terhadap kinerja pemerintah daerah. Terkait dengan hal itu, peneliti ingin menelaah 
lebih lanjut berbagai penelitian tersebut dengan melakukan studi pada hasil penelitian-
penelitian terdahulu menggunakan teknik meta-analisis. Teknik ini memungkinkan 
untuk mengagregasi hasil penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat ditentukan 
faktor yang secara konsisten mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di 
Indonesia (Fanani, 2014). Meta-analisis dilakukan dengan melakukan tinjauan kembali 
secara kuantitatif terhadap artikel penelitian yang meneliti determinan kinerja keuangan 
pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai artikel yang dipublikasikan baik 
melalui jurnal ilmiah, simposium/konferensi ilmiah, maupun skripsi/thesis yang telah 
diunggah oleh berbagai universitas.  
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Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, persoalan peneltian yang 
dirumuskan adalah faktor apa sajakah yang menjadi penentu keberhasilan kinerja 
keuangan, baik pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi di Indonesia.  Penelitian 
ini ditujukan untuk menemukan berbagai faktor yang secara konsisten (berdasarkan 
temuan penelitian sebelumnya) menjadi determinan kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan meta-analisis.  Meta 
analisis merupakan sebuah metode yang mengumpulkan dan menguji kembali hasil-
hasil penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga diperoleh temuan apakah hasil-hasil 
penelitian tersebut konsisten atau sebaliknya (Soetjipto, 1995).  Penelitian ini akan 
menggunakan data berupa data-data hasil pengujian statistik yang digunakan oleh 
peneliti-peneliti sebelumnya akan dikumpulkan dan akan diuji secara bersama-sama 
sehingga akan terkonfirmasi variabel-variabel independen manakah yang benar-benar 
merupakan determinan dari variabel dependennya.  
Secara praktikal, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi faktor-faktor yang teruji mempengaruhi 
kinerja pemerintah daerah. Pemerintah dapat lebih fokus untuk meningkatkan kinerja 
keuangannya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang secara empiris telah 
teruji menjadi determinan kinerja keuangan.  
 
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS 
 
Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menginvestigasi faktor-
faktor dari kinerja keuangan pemerintah dengan memberikan temuan yang bervariasi, 
baik yang memberikan pengaruh (positif/negatif) atau bahkan tidak memberikan 
dampak sama sekali. Peneliti telah mengumpulkan sebanyak 50 (lima puluh) artikel 
yang telah dipublikasikan untuk melihat faktor apa saja yang benar-benar 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Artikel-artikel yang terpublikasi 
dapat berupa artikel yang dipublikasi dalam jurnal, konferensi-konferensi akuntansi 
(khususnya Simposium Nasional Akuntansi) ataupun karya ilmiah (skripsi) yang 
diunggah di e-repository berbagai berbagai perguruan tinggi yang dapat diakses pada 
saat dilakukannya penelitian ini. 
Artikel-artikel yang digunakan adalah artikel terkait dalam 10 (sepuluh) tahun 
terakhir (terhitung dari waktu dilakukannya penelitian ini).  Artikel tersebut merupakan 
artikel yang menginvestigasi pengaruh berbagai faktor (variabel independen) yang 
menjadi determinan dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang menjadi fokus 
penelitian ini.  Berbagai macam variabel dependen ini dipetakan pada tabel explanatory 
sehingga diperoleh faktor yang paling banyak muncul dalam penelitian-penelitian 
tersebut.  Pada penelitian ini, faktor yang diuji lebih lanjut adalah faktor dengan tingkat 
kemunculan minimal pada 5 (lima) artikel yang ada. Penentuan jumlah minimal yang 
digunakan mempertimbangkan semakin banyaknya variabel yang muncul dengan 
jumlah yang besar pada populasi artikel yang digunakan. Sesuai karakteristik tersebut, 
telah ditemukan 8 (delapan) faktor yaitu tingkat ketergantungan (pada pemerintah 
pusat), kekayaan daerah (wealth), belanja modal, ukuran pemerintah daerah (size), 
temuan audit, leverage, ukuran legislatif, dan pajak daerah. 
 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah secara implisit menyatakan kinerja sebagai luaran 
 




kegiatan ataupun program pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran 
dengan menggunakan indikator terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja 
keuangan pemerintah daerah merefleksikan capaian dari kebijakan yang terencana 
selama periode tertentu yang diukur dengan indikator keuangan tertentu (Ayuningsih, 
2016). 
Kinerja keuangan dapat di ukur dengan melihat efisiensi realisasi alokasi 
anggaran pemerintah (Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin 2012). Untuk melihat hasil 
realisasi alokasi anggaran pemerintah daerah maka pemerintah daerah akan melaporkan 
realisasi tersebut dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).  Dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 dan Pasal 27 (2) 
tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban 
dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk 
menyampaikan LPPD kepada pemerintah pusat (Mustikarini dan Fitriasari 2012).   
 
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat 
Tingkat ketergantungan ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan 
(khususnya DAU) yang ditransfer kepada pemerintah daerah dalam pembiayaan 
pengeluaran daerah (Sedyaningsih, 2015). Melalui dana yang telah diberikan, 
pemerintah pusat akan memonitor penggunaan DAU untuk memastikan bahwa 
pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunan sumber dana itu untuk 
meningkatkan kinerja keuangannya (Noviyanti dan Kiswanti 2016). 
 
Tingkat Kekayaan Daerah (Wealth) 
Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam 
mengoptimalisasi setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah.  Oleh karena itu 
seringkali PAD digunakan sebagai indikator tingkat kekayaan daerah (Sedyaningsih, 
2015). Peningkatan PAD diharapkan menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan 




Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai 
kemanfaatan lebih dari satu periode. Belanja modal ini dapat berupa pengadaan aset 
daerah (misalnya pembangunan infrastrukstur di daerah) yang digunakan untuk 
peningkatan pelayanan publik. Konsekuensi dari belanja ini adalah munculnya belanja 
rutin, misalnya untuk kepentingan pemeliharaan (Andirfa, Basri dan Majid 2016).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 
menyatakan secara tegas bahwa belanja daerah harus dimanfaatkan untuk memberikan 
perlindungan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.  Tujuan ini bisa terwujud 
apabila pemerintah daerah berupaya untuk meningkatan kualitas layanan publiknya, 
baik di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan 
pengembangan sistem jaminan sosial (Marfiana dan Kurniasih 2013).  
 
Ukuran Pemerintah Daerah (Size) 
Ukuran pemerintah daerah direfleksikan dengan total aset pemerintah daerah 
(Noviyanti dan Kiswanti 2016). Total aset ini menunjukkan sumber daya yang secara 
potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah 
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daerah dituntut memberikan pelaporan yang baik dan menyeluruh mengenai 
pengungkapan wajib dari aset-aset tersebut (Marfiana dan Kurniasih 2013). 
 
Leverage 
Leverage adalah komparasi utang dan modal (Rochmah, 2015).  Utang tersebut 
merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur (Sumarjo, 2010).  Leverage 
diharapkan dapat memberikan sumber pembiayaan lain selain APBD untuk menutupi 
defisit anggaran pemerintah daerah (Utomo, 2015).  Sehingga, tingginya rasio ini 
menegaskan semakin buruk kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, kinerja pemerintah 
akan semakin bagus apabila rasio leverage ini semakin tinggi (Sesotyaningtyas, 2012). 
 
Ukuran Legislatif 
Ukuran legislatif diukur dengan jumlah anggota legislatif daerah. Badan 
legislatif daerah (dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) 
sebagai representasi publik dalam pengawasan kepada pemerintah daerah (Abdillah, 
2016). DPRD mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan  guna memastikan  
bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran, secara efisien dan efektif guna 
peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah Daerah  (Rochmah, 2015). 
 
Pendapatan Pajak Daerah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara singkat mendefinisikan pajak daerah sebagai 
iuran masyarakat (baik orang pribadi atau badan) kepada pemerintah daerah yang 
bersifat wajib dan dapat dipaksakan (berdasar undang-undang), tanpa ada 
kontraprestasi langsung untuk pengeluaran daerah guna meningkatkan kemakmuran 
rakyat.  
Pajak daerah, bagi sebagian besar pemerintah daerah, merupakan komponen 
terbesar dari pendapatan asli daerah.  Penerimaan pajak daerah ini diukur dengan 
penerimaan pendapatan ini pada laporan Realisasi APBD masing-masing pemerintah 
daerah (Sesotyaningtyas, 2012). Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tersebut telah 
menentukan jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi 
(misalnya pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok) maupun yang menjadi 
kewenangan pemerintah kabupaten/kota (misalnya pajak hotel, pajak restoran, dan 
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan).  
 
Hasil Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan 
Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan dugaan 
pelanggaran pada pengendalian intern dan perundang-undangan yang dilakukan oleh 
suatu daaerah.  Temuan ini dinyatakan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan 
keuangan pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanti 2016). BPK akan melakukan 
pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan kewajaran 
penyajian dalam hal segala sesuatu yang bersifat material, dengan mengacu pada 
prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam standar akuntansi 
pemerintah. 
Menurut perspektif teori keagenan hal seperti ini terjadi karena asimetri 
informasi yang dilakukan oleh pihak agen atau pemerintah kepada pihak principal atau 
masyarakat yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya masalah seperti korupsi 
 




(Artha, Basuki dan Alamsyah 2015). Untuk itu, perlu adanya audit dan pengawasan 
yang dilakukan oleh BPK untuk menjamin kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. 
Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pusat Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Ketergantungan pada pemerintah pusat merefleksikan sejauh mana pemerintah 
daerah mengandalkan pemerintah pusat dalam urusan pembiayaan pengeluaran 
daerahnya.  Ketergantungan ini ditunjukkan dari besaran dana perimbangan yang 
ditransfer kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.  Dana perimbangan 
merupakan dana yang dipantau pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah (Ayuningsih, 2016).  Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi 
umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) (Andirfa, Basri 
dan Majid 2016).  
Secara umum, tingkat ketergantungan pada pusat diukur dengan besaran DAU 
yang diterima (Marfiana dan Kurniasih 2013). DAU adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar 
pemerintah daerah (pemerataan kemampuan keuangan) untuk pendanaan kebutuhan 
daerah sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi.  Ketergantungan pemerintah 
daerah ditunjukkan  dengan mengukur proporsi DAU dengan total pendapatan  daerah 
(Sedyaningsih, 2015) atau menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan 
dengan total pendapatan (Ayuningsih, 2016). 
Dengan DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat 
memberikan kinerja yang baik. Dana ini diberikan sesuai dengan seberapa kebutuhan 
pemerintah tersebut untuk memberikan tambahan dari sumber pendapatan asli daerah 
sehingga pemberian tersebut akan adil (Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin 2012). 
Penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) dengan sampel 94 kabupaten/kota di Pulau 
Jawa serta Noviyanti dan Kiswanti (2016) dengan sampel kabupaten atau kota di 
Indonesia pada tahun 2011-2013 memberikan fakta empiris adanya dampak nyata 
tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan daerah. Marfiana dan Kurniasih 
(2013) mengindikasikan salah satu faktor keberhasilan kinerja ini adalah adanya 
pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat terkait dengan penggunaan dana ini. 
Namun demikian, Jauhar (2016) dalam penelitiannya  pada kabupaten dan kota 
di Sumatera Barat tahun 2010-2014 menunjukkan temuan yang berbeda yaitu DAU 
tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja. Penelitian lain yang 
dilakukan Badjra, Mustanda dan  Abudanti (2017) menemukan temuan yang sama 
terkait dengan tidak adanya dampak  yang signifikan dana perimbagan terhadap 
kinerja. Sesotyaningtyas (2012) mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh dana-
dana transfer dari pemerintah pusat pada kinerja keuangan daerah dikarenakan tidak 
optimalnya pengelolaan dana-dana tersebut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan 
berbagai temuan tersebut dan melihat mayoritas hasil penelitian terdahulu, maka 
peneliti bermaksud melihat kembali pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat, 
sehingga hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 
H1 : Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah 
 
Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah (Wealth) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Tingkat kekayaan daerah seringkali direfleksikan dengan peningkatan 
pendapatan asli daerah.  Peningkatan kinerja keuangan dilihat dengan adanya 
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peningkatan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan kepada 
pemerintah pusat (Ajani, Akram dan Handajani 2016).  Untuk itu, perlu diupayakan 
peningkatan sumber daya daerah sendiri dengan meningkatkan PAD. Sumber utama 
PAD adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang terpisah, 
dan PAD lain yang sah.  Dengan penerimaan yang baik maka akan meningkatkan 
investasi terhadap daerah tersebut dan akan meningkatkan pelayanan publik (Marfiana 
dan Kurniasih 2013). 
Penelitian Ayuningsih (2016) menemukan adanya pengaruh positif kekayaan 
daerah terhadap kinerja keuangan daerah.  Selain itu, dalam penelitian lain yang 
dilakukan oleh Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012), Darwanis dan Saputra 
(2014) yang dilakukan pada kabupaten atau kota di Provinsi Aceh, serta Abdullah, 
Asmawanti dan Febriansyah (2015) yang melakukan penelitian di 58 kabupaten atau 
kota di Sumatera Bagian Selatan tahun 2011-2013, serta Lestari, Rahayu dan Yudi 
(2019) yang menggunakan data pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi juga 
memberikan bukti empiris yang sama bahwa kekayaan daerah merupakan faktor 
kinerja keuangan daerah. Namun demikian, penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) 
yang dilakukan di Pulau Jawa dan Sedyaningsih (2015) yang menggunakan data 80 
Kabupaten di Sulawesi Selatan dari tahun 2009-2012 menunjukkan tidak adanya 
pengaruh kekayaan daerah pada kinerja keuangan daerah.  Pemerintah daerah semakin 
tertekan untuk menunjukkan kinerja keuangannya seiring dengan bertambahnya 
kekayaan daerah. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 
memperlihatkan tingkat kekayaan daerah (wealth) memberikan dampak yang positif 
pada kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Tingkat kekayaan daerah (wealth) berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah 
 
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah dinyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset 
(aset tetap maupun aset lainnya) yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi.  
Daerah harus menyiapkan anggaran baik di awal periode agar dalam periode tersebut 
pembangunan yang ada telah sesuai dan tidak memberikan kerugian kepada daerah 
karena setiap aktivitas daerah didasarkan pada anggaran yang telah dibuat.  Belanja 
modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana realisasi 
anggaran tersebut digunakan. Salah satu fungsi dari belanja modal adalah untuk 
pembangunan infrastruktur, sehingga belanja modal dianggap penting dalam aktivitas 
ekonomi daerah (Sedyaningsih, 2015). Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah (Darwanis dan Saputra 2014).  
Penelitian Ayuningsih (2016) dengan menggunakan sampel 76 kota atau 
kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2014 memberikan fakta 
empirik adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.  Penelitian 
Marfiana dan Kurniasih (2013) serta penelitian Noviyanti dan Kiswanti (2016) juga 
memberikan temuan yang sama bahwa belanja modal memberikan dampak yang 
signifikan terhadap kinerja keuangannya.  Hal ini memberikan indikasi bahwa semakin 
banyaknya belanja daerah, maka akan mempermudah pemerintah daerah dalam 
menjalankan pembangunan yang direncanakan dan dapat diidentifikasikan bahwa 
anggaran telah direalisasikan dengan baik. 
 




Namun demikian, hasil-hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan temuan 
Sedyaningsih (2015) maupun Lestari, Rahayu dan Yudi (2019) yang menunjukkan 
tidak adanya dampak tinggi atau rendahnya alokasi belanja modal tidak akan 
berdampak pada perbaikan kinerja keuangan pemerintah yang signifikan. Untuk itu, 
peneliti ingin mengonfirmasi hasil dari mayoritas penelitian terdahulu mengenai 
belanja daerah sehingga hipotesis penelitian ini adalah: 
H3 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah 
 
Pengaruh Ukuran Pemerintah (Size) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Ukuran pemerintah daerah direfleksikan dengan total aset daerah (Ayuningsih, 
2016).  Pemerintah daerah diharapkan memberikan pelayanan publik yang optimal, 
sehingga diperlukan sumber daya dan fasilitas daerah yang memadai untuk keperluan 
tersebut (Harumiati dan Payamta 2014).  Semakin besar aset daerah, maka akan 
memberikan tuntutan yang besar pula kepada daerah  (Aziz, 2016).  Hal tersebut akan 
menuntut pemerintah memberikan hasil yang baik dan dapat memberikan good news 
pada pengungkapan ke masyarakat sehingga kinerja akan meningkat (Sumarjo, 2010). 
Penelitian yang dilakukan oleh Harumiati dan Payamta (2014), serta Aziz 
(2016) dengan sampel 30 pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 
2014 menemukan fakta empiris adanya pengaruh positif ukuran pemerintah terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Tama dan Adi (2018), serta Saraswati dan Rioni 
(2019) juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah menjadi salah satu determinan 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran yang besar diharapkan membuat 
pemerintah daerah dapat dengan optimal menggunakan aset yang dimiliki untuk kinerja 
yang lebih baik. Sebaliknya, Darmanto (2012) menggunakan data dari Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008-2010, dan Sedyaningsih (2015) 
menunjukkan bahwa size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah sehingga menunjukkan ukuran besar belum tentu mempengaruhi kinerja 
pemerintah daerah. Hipotesis yang dikembangkan untuk melihat kembali pengaruh 
ukuran legislatif yaitu: 
H4 : Ukuran pemerintah (size) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 
 
Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah 
Temuan audit adalah temuan pelanggaran mengenai ketentuan pengendalian 
internal dan ketentuan perundangan-undangan yang masih berlaku (Mustikarini dan 
Fitriasari 2012). Jika pemerintah tidak patuh dalam perundang-undangan maka akan 
muncul potensi kerugian daerah tersebut bahkan kepada negara, juga akan 
menimbulkan kurangnya penerimaan, tidak hemat, tidak efisien dan tidak efektif dalam 
menjalankan kegiatan administratif daerah (Marfiana dan Kurniasih 2013). Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggaran dilakukan pemerintah daerah dapat 
mengakibatkan semakin buruknya kinerja keuangan daerah tersebut (Sesotyaningtyas, 
2012). 
Penelitian oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) memiliki sampel pemerintah 
daerah kabupaten atau kota di Pulau Jawa tahun 2011 dan penelitian Sedyaningsih 
(2015) yang dilakukan di Sulawesi Selatan tahun 2009-2012 juga menunjukkan hasil 
sama yaitu bahwa adanya pengaruh negatif temuan audit BPK terhadap kinerja 
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keuangan daerah. Semakin sedikit jumlah pelanggaran maka akan mendorong 
pemerintah daerah meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, 
dalam penelitian Noviyanti dan Kiswanti (2016) dan Tama dan Adi (2018) tidak 
diperoleh bukti empiris adanya pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan 
daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa temuan audit BPK 
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti membuat 
hipotesis sebagai berikut: 
H5 : Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah 
 
Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Leverage adalah salah satu indikator yang memperlihatkan ketergantungan 
daerah dengan kreditur (Ayuningsih, 2016). Hal ini memperlihatkan apabila hutang 
daerah tersebut besar maka akan memperlihatkan ketergantungan dengan pihak 
eksternal (Sumarjo, 2010).  Besarnya leverage suatu daerah dapat dilihat dari 
perbandingan total hutang terhadap rata-rata ekuitas daerah tersebut. Leverage 
dianggap penting karena dengan rasio hutang maka kreditur akan dapat melihat 
kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang (Artha, Basuki dan Alamsyah 
2015).  
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh leverage 
terhadap kinerja keuangan pemerintah.  Darmanto (2012) yang melakukan penelitian 
pada pemerintah daerah se-Indonesia pada tahun 2008-2010 memberikan fakta empirik 
adanya pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Penelitian 
Sumarjo (2010) dengan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten 
atau kota tahun 2008, Rochmah (2015), dengan sampel APBD pada seluruh kabupaten 
dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2009-2012 juga memberikan temuan 
yang sama adanya bahwa leverage merupakan determinan kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Semakin besar leverage akan berdampak pada pengawasan yang lebih ketat 
kreditur terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan 
aktivitas dengan persetujuan kreditur untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah 
daerah dapat melunasi utangnya (Sumarjo, 2010).   
Utomo (2015) menemukan bahwa leverage justru memberikan pengaruh negatif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Hasil yang berbeda ditemukan 
Sesotyaningtyas (2012), Artha, Basuki dan Alamsyah (2015), Ayuningsih (2016), serta 
Saraswati dan Rioni (2019) dengan data kabupaten dan kota se-Sumatera Utara tahun 
2015-2017 menunjukkan tidak adanya pengaruh leverage pada kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  Penelitian ini ditujukan menginvestigasi kembali bagaimana 
pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga peneliti 
membuat hipotesis yaitu:  
H6 : Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
 
Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam kinerja keuangannya 
kepada pemerintah pusat sehingga pengawasan dari badan legislatif sangat diperlukan 
(Sumarjo, 2010). Pengawasan yang dilakukan sangat penting untuk melihat bagaimana 
kinerja pemerintah daerah. Pengawasan berupa melihat bagaimana penggunaan 
anggaran yang ada dengan baik (Rochmah, 2015).  Sesotyaningtyas (2012) juga 
menyebutkan bahwa hal terpenting adalah kualitas pengawasan dari anggota legislatif 
 




tersebut.  Untuk itu jumlah legislatif yang banyak dapat meningkatkan pengawasan 
pada pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).  Gustianra  dan Serly (2019) dengan 
menggunakan tingkat kemandirian sebagai indikator kinerja keuangan, menunjukkan 
bahwa salah satu faktor yang menentukan kinerja keuangan tersebut adalah ukuran 
legislatif.  Hal tersebut memperlihatkan dengan semakin besar jumlah legislatif yang 
ada akan meningkatkan kualitas dari badan legislatif tersebut sehingga kinerja 
pemerintah daerah meningkat. 
Penelitian oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) dan Noviyanti dan Kiswanti 
(2016) menunjukkan temuan menarik yaitu adanya pengaruh negatif  ukuran legislatif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin besar jumlah anggota DPRD tidak menjamin akan meningkatkan kinerja 
daerah bahkan dapat menurunkan kinerja keuangannya. Sedangkan Sumarjo (2010), 
Sesotyaningtyas (2012), dan Abdillah (2016) menunjukkan fakta tidak adanya 
pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Hipotesis 
yang dibuat untuk melihat kembali pengaruh ukuran legislatif adalah: 
H7 : Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah 
 
Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan 
untuk pembangunan daerah serta akan dikembalikan kepada masyarakat 
(Sesotyaningtyas, 2012).  Pendapatan pajak daerah digunakan sebagai sumber 
pendapatan utama dari PAD sehingga menjadi dana untuk pembiayaan operasional 
daerah (Ningsih, 2010).  Hal inilah yang membuat pendapatan pajak daerah penting 
dan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Alfarisi (2015) yang meneliti 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat 
menemukan adanya pengaruh positif pendapatan pajak daerah terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Fitriyanti (2016) juga menemukan bahwa pendapatan 
pajak daerah secara positif mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Semakin tinggi pendapatan pajak daerah mengindikasikan semakin baiknya kinerja 
keuangan pemerintah daerah.  Sebaliknya, Wenny (2012) maupun Wiguna dan Jati 
(2019) memberikan fakta empiris yang berbeda dengan tidak adanya pengaruh 
pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari mayoritas 
hasil penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti membuat hipotesis yaitu: 




Model penelitian berdasarkan uraian pengembangan hipotesis ditunjukkan 
dalam gambar 1. Gambar ini merefleksikan bagaimana kinerja keuangan pemerintah 
daerah merupakan resultan dari pengaruh 8 (delapan) determinan sebagaimana 
diuraikan sebelumnya. 
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Gambar 1  




Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan meta-analisis digunakan dalam penelitian ini untuk menguji 
hipotesis yang telah dibuat dan menjelaskan hasil perhitungan kembali yang telah 
dilakukan (Fanani, 2014). Pendekatan meta-analisis bertujuan menggabungkan 
beberapa penelitian sejenis mengenai penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah 
dan menggunakan teknik statistika sehingga didapatkan perpaduan data kuantitatif 
(Eny, Subroto, Sutrisno dan Irianto 2014).  Teknik analisis data yang digunakan 
bersifat kuantitatif.  Dalam penelitian ini akan dibuat rekapitulasi data dari ringkasan 
prosedur statistik yang terdapat dalam hasil penelitian-penelitian terkait dengan 
determinan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diteliti. Selanjutnya, akan 
ditentukan dan diukur kekuatan hubungan dan efek (effect size) atau perbedaan 
indikator antar variabel yang berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Beragam variabel-variabel independen ini akan diindentifikasi dan dipetakan, 
sehingga terseleksi faktor yang seringkali muncul (digunakan) dalam menginvestigasi 
determinan dari kinerja keuangan daerah. Metode ini secara khusus akan mengambil 
output (luaran) dari pengujian statisik terkait dengan variabel-variabel yang terseleksi. 
Output statistik terkumpul ini kemudian akan diujikan kembali untuk mengkonfirmasi 
variabel independen apa saja yang benar-benar merupakan determinan dari variabel 
dependen (dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah).  
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel penelitian yang 
terpublikasikan di berbagai jurnal, simposium nasional maupun sejumlah tugas akhir 
mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, 
yang dapat diakses dalam website resmi universitas-universitas di Indonesia. 
Adapun tahun penelitian yang digunakan adalah 2006 sampai tahun 2016. Hal 
ini dikarenakan selama kurun waktu 10 tahun tersebut diasumsikan dapat memberikan 
data atau merangkum dengan baik perkembangan penelitian terkait yang telah terjadi di 
Indonesia, khususnya setelah diimplementasikannya desentralisasi fiskal. 
 
Populasi dan Sampel Penelitian  
Populasi penelitian ini adalah hasil penelitian berkaitan dengan faktor-faktor 
penentu kinerja keuangan daerah. Pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling dengan kriteria berikut ini: 
a. Variabel-variabel independen yang digunakan ditentukan berdasarkan jumlah 
penelitian yang memadai untuk dilakukan meta-analisis yaitu telah muncul dalam 
 




minimal 5 (lima) artikel. Sebenarnya tidak ada ukuran baku terkait dengan 
intensitas kemunculan minimal variabel independen yang akan dianalisis lebih 
lanjut dalam penelitian meta analisis ini. Apabila jumlah populasi yang digunakan 
cukup banyak, maka jumlah kemunculan variabel diharapkan semakin banyak dan 
cukup untuk dianalisis lebih lanjut.  Hasil penelusuran diperoleh 50 (lima puluh) 
artikel terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.  
Berdasarkan kriteria awal ini, diperoleh 8 (delapan) variabel independen yang 
dapat dianalisis dalam meta analisis ini. Artikel-artikel yang memuat paling tidak 
salah satu dari 8 (delapan) variabel ini yang akan digunakan data hasil pengujian 
statistiknya untuk analisis lebih lanjut. 
b. Hubungan antara variabel independen harus memiliki pengaruh secara langsung 
dengan variabel dependennya, dalam penelitian ini kinerja keuangan pemerintah 
daerah.  Pengujian meta analisis ini pada dasarnya untuk menginvestigasi kembali 
variabel-variabel independen yang menjadi determinan kuat dari variabel 
dependen.  Dari pengujian meta-analisis ini akan diperoleh variabel independen 
yang secara statistik benar-benar teruji sebagai determinan langsung dari variabel 
dependen. Sehingga data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian meta-
analisis ini adalah penelitian terkait yang menginvestigasi pengaruh langsung 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
c. Artikel tersebut memuat ukuran efek F, t, atau r agar dapat digunakan dalam meta-
analisis serta terdapat data mengenai hipotesis periode penelitian, sampel dan 
variabel indepeden yang akan dilakukan analisis dalam penelitian ini.  Pendekatan 
meta-analisis akan menguji kembali keterkaitan antar variabel dengan 
menggunakan pengujian statistik yang membutuhkan data-data output statistik.  
Dalam tahapan ini akan diseleksi lagi hasil penelitian (artikel) manakah yang 
output statistiknya merupakan yang dibutuhkan dalam analisis meta analisis ini.   
 
Teknik Analisis Data 
Pada hasil penelitian-penelitian terdahulu muncul variasi hasil atau 
keberagaman hasil penelitian pada topik yang sama yaitu kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Keberagaman dalam penelitian-penelitian tersebut membuat hasil penelitian 
tidak dapat mendeskripsikan kebenaran dari fenomena yang terjadi diakibatkan oleh 
kesalahan sistematik maupun tidak sistematik pada penelitian tersebut (Rahman dan 
Groenendijk 2014). Dalam studi meta-analisis, untuk mengoreksi kesalahan pada 
pengambilan sampel maka tahapan analisis dan intepretasi data penelitian dapat 
menggunakan cara sebagai berikut sesuai tahapan dalam penelitian Fanani (2014): 
1. Menyeleksi basis data penelitian terdahulu dan mengidentifikasikan variabel-
variabel explanatory yang digunakan. 
2. Melakukan analisis statistik dengan menggunakan teknik meta-analisis dengan 
cara mengkonversikan atau melakukan transformasi statistik dari ukuran efek 
(effect size) dari setiap penelitian yang diubah menjadi person coefficient     . 
Dalam penelitian ini menggunakan rumus: 
   √
  
     
 …………………………………. (1) 
Dimana:      
   = Person correlation coefficient per tahun bagi tiap-tiap penelitian 
  = Nilai statistik penelitian yang dikonversi 
   = Degree of freedom 
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3. Menentukan populasi mean correlation ( ̅) yang diperoleh dengan menghitung 
rata-rata tertimbang correlation coefficient (  ) dengan sample size (  ) dari total 
penelitian yang akan diteliti. 
 ̅   
∑      
∑  
 …………………………………(2) 
Dimana:      
   = Jumlah sampel dalam penelitian  
 ̅ = Populasi mean correlation 
4. Menghitung observed variance (  
 ) dari keseluruhan koefisien korelasi yang 
terpilih sebagai sampel penelitian. Penghitungan ini akan membagi average square 
error weighted dengan jumlah sampel yang ada. 
  
  
∑   (     ̅)
 
   
∑  
 ……………………………(3) 
5. Menghitung estimasi dari sampling error variance.  Kemudian mencari variance 
populasi sesungguhnya dengan mencari selisih dari total variance yang diamati 
dan estimasi sampling error variance untuk mengoreksi variansi kesalahan. 
  
  




   
  
    
     
     ………………………….(4) 
Dimana:   
K = Jumlah penelitian di dalam analisis   
  
  = Estimasi sampling error variance 
 
  
  = Variance populasi sesungguhnya  
  
  = Total variance yang diamati 
6. Menentukan prosentase level confidence interval.  Sampel dalam penelitian ini 
lebih dari 30 sampel, maka Z statistik ditentukan dengan: 
[ ̅              ̅          ]  [ ̅             ̅          ]     ………….(4) 
 
Pengujian Hipotesis 
Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam teknik meta-analisis dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Menganalisis hubungan antara berbagai variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 95% untuk menguji hubungan 
tersebut signifikan atau tidak.  Ketika korelasi rata-rata berada diantara minimum 
dan luas maksimum interval kepercayaan, dan semua nilai positif atau semuanya 
negatif, maka hubungan akan signifikan.  Tetapi jika terdapat satu nilai negatif dan 
lainnya positif maka dapat dikatakan korelasi rata-rata tidak signifikan. 
2. Melihat hipotesis directional digunakan dalam penelitian 
Jika korelasi rata-rata menunjukkan nilai positif (+) dan tingkat kepercayaan 
menunjukkan hubungan yang signifikan, maka hubungan akan positif, sehingga 
hipotesis harus diterima dan sebaliknya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Peneliti telah menemukan sebanyak 50 (lima puluh) artikel penelitian yang 
berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi 
maupun pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang dipublikasikan dari berbagai 
 




sumber. Dari populasi tersebut, hanya terdapat 33 (tiga puluh tiga) artikel yang dapat 
digunakan dalam meta-analisis. Gambaran lebih detil mengenai seleksi pemilihan 
artikel untuk penelitian tampak dalam tabel 1 berikut ini: 
 
Tabel 1 
Hasil Seleksi Awal Artikel Untuk Pengujian Meta-Analisis 
No Keterangan Jumlah 
1 Jumlah artikel yang diperoleh  50 
2 Artikel yang variabel-variabel penelitiannya muncul pada tidak lebih pada 5 
artikel  
(10) 
3 Artikel yang tidak memuat output statistik yang dibutuhkan dalam penelitian 
meta-analisis (r  value maupun nilai statistik lain) 
(7) 
 Artikel yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut 33 
 
Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, dalam penelitian ini 
merupakan variabel dependen yang diuji dengan berbagi variabel independen yaitu 
tingkat ketergantungan kepada pusat yang dapat dilihat dari seberapa besar dana 
perimbangan atau intergovernmental revenue yang didapatkan dari pusat dan dapat 
merujuk dengan hanya melihat dana alokasi umum (DAU) yang diberikan.  Selain itu, 
tingkat kekayaan daerah atau kemakmuran (wealth) diperlihatkan dengan besarnya 
pendapatan asli daerah (PAD) secara umum yang dihasilkan. Variabel lainnya yaitu 
belanja modal atau belanja daerah, ukuran pemerintah daerah dengan melihat jumlah 
aset daerah, leverage, temuan audit daerah, ukuran legislatif, dan pendapatan pajak 
daerah. 
Tabel 2 
Hasil Meta-Analisis Untuk Setiap Variabel Explanatory 
Variabel Dependen ∑ Ni 
K 
study 
 ̅   
    









Pusat (DAU) / 
Intergovernmental 
Revenue / Dana 
Perimbangan 
 





2180 23 0,174 0,060 0,010 0,050 16,595 0,076; 0,271 
General Belanja 
Daerah / Belanja 
Modal 
 





2097 13 0,055 0,015 0,006 0,009 40,544 0,038; 0,073 
General Temuan 
Audit / Temuan 
Pemeriksaan 
 




1343 8 0,085 0,012 0,006 0,006 47,789 0,073; 0,098 
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Variabel Dependen ∑ Ni 
K 
study 
 ̅   
    










438 5 -0,154 0,053 0,011 0,042 20,488 -0,237; 0,071 
General Pendapatan 
Pajak Daerah 
322 6 0,362 0,099 0,014 0,085 14,220 0,196; 0,528 
Sumber: Data Diolah (2017) 
 
Pembahasan 
Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pusat Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Berdasarkan hasil dari total sampel yang telah dianalisis menunjukkan tidak 
adanya pengaruh positif tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  Hal ini terlihat berdasarkan hasil temuan mean correlation (  ̅  = -
0,008 dengan confidence interval 95% antara -0,215; 0,199 sehingga H1 ditolak, yang 
mengintepretasikan bahwa seberapapun jumlah dana yang diberikan oleh pusat tidak 
akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
Abdullah, Asmawanti dan Febriansyah (2015), Sedyaningsih (2015), Jauhar (2016) dan 
juga Badjra, Mustanda dan  Abudanti (2017) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh  
tingkat ketergantungan (yang ditunjukkan dengan DAU) terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. DAU, yang merupakan dana transfer dari pusat untuk membantu 
daerah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya,  tampaknya belum digunakan 
secara optimal oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, terutama kinerja 
keuangannya. 
Bukti dari analisis ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya dana transfer 
pemerintah pusat tidak memberikan dampak yang berarti pada peningkatan kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan upaya daerah untuk mengurangi 
ketergantungan pada pemerintah pusat dengan lebih mengutamakan menggunakan hasil 
pendapatan daerah itu sendiri dalam upaya meningkatkan kinerjanya. 
 
Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah (Wealth) Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Analisis-meta pada total sampel terhadap tingkat kekayaan daerah memperoleh 
bukti empiris bahwa H2 diterima didukung dengan korelasi positif (mean correlation 
(  ̅  = 0,174 dengan confidence interval 95% antara 0,076; 0,271).  Kekayaan daerah 
secara empirik mempunyai dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Temuan ini menegaskan bahwa daerah yang memiliki pendapatan (PAD) yang tinggi 
akan terdorong untuk meningkatkan kinerja keuangannya.  Hasil penelitian ini sejalan 
dengan Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012), Ayuningsih (2016), serta Lestari, 
Rahayu dan Yudi (2019) yang memberikan fakta empiris sama bahwa tingkat kekayaan 
daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ayuningsih (2016) menyatakan 
bahwa saat pertumbuhan berjalan positif maka investasi pada daerah tersebut juga 
meningkat sehingga infrastruktur daerah juga berkembang. 
Hasil penelitian ini menegaskan bahwa semakin besarnya kekayaan daerah 
dapat akan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah yang bersangkutan untuk 
meningkatkan kinerja keuangannya. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan telah 
memberikan dampak dan berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja keuangan 
pemerintah daerah dengan sumber daya yang terus berkembang.  PAD yang besar akan 
 




membuat daerah mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat dan 
mulai mandiri dalam pendanaan belanja daerah.  
 
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Total sampel analisis-meta mengindikasikan tidak adanya dampak belanja 
modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
mean correlation (  ̅  = 0,028 dengan confidence interval 95% antara -0,137; 0,193 
sehingga hasil analisis-meta menyatakan bahwa H3 ditolak. Hal ini membuktikan 
bahwa besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak akan 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan 
Sedyaningsih (2015) dan Lestari, Rahayu dan Yudi (2019) yang  tidak menemukan 
bukti adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini 
bisa disebabkan oleh masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah, baik dalam 
tahapan perencanaan, pembuatan anggaran, hingga implementasi belanja modal 
tersebut. 
Bukti dari analisis ini mengintepretasikan bahwa besar kecilnya alokasi belanja 
modal belum berfungsi secara optimal untuk membuat kinerja keuangan pemerintah 
daerah menjadi lebih baik. Hal tersebut terlihat dengan belum baiknya realisasi dari 
anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah sehingga menimbulkan kerugian kepada 
daerah.  Realisasi yang buruk menyebabkan program yang telah dirancang oleh 
pemerintah daerah tidak secara optimal terlaksana. Selain itu, pengelolaan belanja 
daerah yang tidak efektif dan efisien dapat membuat pembangunan daerah tidak 
berjalan dengan baik dan membuat infrastruktur yang dimiliki daerah belum 
berkembang sehingga membuat masih buruknya pelayanan publik. 
 
Pengaruh Ukuran Pemerintah (Size) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Analisis-meta total sampel terhadap ukuran pemerintah memperoleh bukti 
empiris bahwa H4 tidak ditolak dengan hubungan korelasi positif.  Berdasarkan 13 
artikel yang digunakan dalam penelitian diperoleh mean correlation (  ̅  = 0,055 
dengan confidence interval 95% antara 0,038; 0,073.  Hal ini membuktikan bahwa 
ukuran pemerintah menjadi faktor yang secara positif meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sumarjo (2010), 
Mustikarini dan Fitriasari (2012), serta Artha, Basuki dan Alamsyah (2015) yang 
membuktikan adanya pengaruh nyata ukuran pemerintah (size) terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah.  Temuan penelitian ini semakin menegaskan adanya 
pengelolaan aset pemerintah untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Bukti dari analisis ini memberikan indikasi bahwa ukuran daerah yang besar 
akan mempermudah pemerintah daerah dalam kegiatam operasional dan pelayanan 
kepada masyarakat.  Dengan kegiatan operasional yang baik akan mempermudah 
daerah dalam meningkatkan PAD dan memperlihatkan penggunaan anggaran telah 
berjalan dengan baik dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dengan kata 
lain, ukuran pemerintah daerah yang besar mencerminkan jumlah aset daerah yang 
tinggi yang diperoleh dari kinerja daerah yang baik dalam pengelolaan kekayaan 
daerah. 
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Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah 
Melihat hasil analisis-meta yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) artikel 
yang ada, temuan audit memilki hubungan yang signifikan negatif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah. Hal penghitungan menunjukkan mean correlation (  ̅  = -0,108 
dengan confidence interval 95% antara -0,153; -0,06. Dengan demikian, H5 dapat 
diterima.  Hasil ini berarti daerah dengan temuan audit atau temuan penyimpangan 
yang kecil pada hasil laporan realisasi APBN akan semakin terdorong untuk 
mengupayakan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.  Bukti empiris 
ini konsisten dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta Marfiana dan 
Kurniasih (2013) yang membuktikan dampak negatif temuan audit tehadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah daerah dalam 
pembuatan laporan daerah. Penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada prinsip 
akuntansi yang berlaku umum, sebagaimana diatur dalam standar akuntansi 
pemerintahan. Pemerintah daerah juga dituntut menyelenggarakan kegiatan 
pemerintahan dengan baik karena masyarakat juga mengawasi kinerja pemerintah 
daerah. 
 
Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Analisis-meta pada total sampel terhadap leverage memperoleh bukti empiris 
bahwa H6 diterima didukung dengan korelasi positif (mean correlation (  ̅  = 0,085 
dengan confidence interval 95% antara 0,073; 0,098.  Hasil penghitungan statistik ini 
mengkonfirmasi pengaruh positif leverage pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Fakta empirik konsisten dengan temuan Sumarjo (2010) dan Darmanto (2012) 
menunjukkan fakta empiris bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah.  Hal ini memberikan indikasi adanya pengawasan yang ketat 
kepada daerah untuk menjamin pengembalian pinjaman daerah tersebut. 
Bukti dari analisis ini mengintepretasikan bahwa daerah yang memiliki 
pinjaman daerah kepada kreditur besar akan semakin berupaya untuk memperbaiki 
kinerja keuangan dikarenakan kreditur akan melihat apakah daerah benar-benar dapat 
melunasi pinjaman yang telah diberikan atau tidak.  Selain itu, dengan adanya utang 
kepada pihak eksternal akan membuat daerah lebih hati-hati dalam pembuatan 
keputusan publik agar tidak menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Analisis-meta total sampel terhadap ukuran legislatif memperoleh bukti empiris 
bahwa H7 tidak dapat diterima.  Berdasarkan 5 (lima) artikel sampel yang digunakan 
dalam penelitian diperoleh mean correlation (  ̅  = -0,154 dengan confidence interval 
95% antara -0,237; 0,071.  Hasil ini menunjukkan tidak adanya pengaruh positif ukuran 
legislatif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini 
mendukung Sumarjo (2010) dan Sesotyaningtyas (2012) yang memberikan bukti 
bahwa semakin besar ukuran legislatif tidak akan memberikan pengaruh terhadap 
perbaikan kinerja keuangan pemerintah. Bahkan, hasil penelitian Rochmah (2015) serta 
Noviyanti dan Kiswanti (2016) menunjukkan pengaruh negatif antara ukuran legislatif 
dan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Bukti empiris ini memperlihatkan bahwa daerah lebih membutuhkan kualitas 
dan kompetensi anggota legislatif daripada jumlah legislatif yang besar dalam 
pembuatan dan pengambilan keputusan publik. Jumlah yang besar juga belum tentu 
 




dapat memperbaiki kinerja dikarenakan masih banyaknya anggota legislatif terpilih 
lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat yang memilih 
mereka. Masih banyaknya pelanggaran dari anggota legislatif menyebabkan penurunan 
kinerja pemerintah daerah. 
 
Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Total sampel analisis-meta mengindikasikan bahwa pendapatan pajak daerah 
mempunyai efek positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, ini ditunjukkan dari 
322 sampel yang dianalisis menunjukkan nilai mean correlation (  ̅  = 0,362 dengan 
confidence interval 95% antara 0,196; 0,528.  Hasil penghitungan ini mengkonfirmasi 
bahwa H8 diterima. Temuan ini semakin menegaskan peran positif pendapatan pajak 
daerah terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten 
dengan Alfarisi (2015) dan Fitriyanti (2016), serta Wiguna dan Jati (2019) yang 
menemukan bahwa pajak daerah merupakan determinan positif kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  
Temuan ini mengkonfirmasi bahwa pendapatan pajak daerah sebagai salah satu 
komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi penting dalam 
membiayai pengeluaran daerah. Penerimaan pajak yang tinggi mencerminkan bahwa 
masyarakat daerah tersebut memiliki ketaatan yang tinggi. Hal ini bisa jadi merupakan 
konsekuensi dari baiknya kinerja pemerintah daerah dan tingginya tingkat kepercayaan 
publik terhadap pemerintah daerah tersebut.  
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang benar-benar 
mempengaruhi keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.  Hasil 
analisis dengan pendekatan teknik meta-analisis menyimpulkan terdapat 5 (lima) faktor 
yaitu tingkat kekayaan daerah (wealth), ukuran pemerintah daerah (size), leverage, dan 
pendapatan pajak daerah, serta temuan audit BPK yang menjadi determinan kinerja ini. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tingginya/besarnya tingkat kekayaan 
daerah (wealth), ukuran pemerintah daerah (size), leverage, dan pendapatan pajak 
daerah akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Sementara itu, temuan audit BPK menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitin ini juga mengkonfirmasi bahwa tingkat ketergantungan pada 
pusat, belanja modal, dan ukuran legislatif bukan merupakan faktor yang bisa 
digunakan untuk menentukan keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan variabel-variabel ini 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa 
variabel yang sering muncul dalam penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah 
belum tentu merupakan determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
Keterbatasan  
Keterbatasan dalam penelitian ini dimana tidak melakukan pengujian efek 
moderasi untuk setiap variabel setelah melakukan general meta-analisis. Dalam 
penelitian Fanani (2014) dijelaskan dengan pengujian efek moderasi dapat memperkuat 
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hasil analisis mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen dengan 
mengurangi tingkat heterogenitas. Selain itu, masih kurangnya referensi yang 
digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengolahan data teknik meta-analisis.  
Keterbatasan lainnya yaitu keragaman dalam penelitian terdahulu meliputi variabel 
yang digunakan dan pengukuran pada setiap riset yang berbeda yang membuat 
perbedaan hasil pada setiap penelitian terdahulu. Penggunaan data penelitian 2006-
2016 juga merupakan keterbatasan lain dari penelitian ini yang boleh jadi hasilnya 
tidak merefleksikan perubahan kinerja keuangan pemerintah dikarenakan dinamisnya 
faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan rekomendasi bagi 
pemerintah daerah di Indonesia dapat mengoptimalkan peningkatan kinerja keuangan 
daerah dengan meningkatkan faktor-faktor yang memang mempengaruhi kinerja 
keuangan pemerintah daerah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 
Diharapkan dengan tingkat kekayaan daerah, pemerintah daerah lebih berfokus pada 
hasil pendapatan asli daerahnya untuk dapat meningkatkan investor yang datang ke 
daerah tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Pemerintah daerah 
diharapkan juga meningkatkan ukuran daerahnya dengan penambahan dan pengolahan 
aset yang baik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga berdampak baik pada 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih patuh, transparan dan memiliki 
komitmen yang baik dalam menjalankan kegiatan dan pembuatan LKPD sehingga tidak 
ditemukannya ketidakwajaran laporan yang memperlihatkan kinerja yang baik dari 
pemerintah daerah. Melihat rasio leverage, diharapkan pemerintah daerah dapat 
menggunakan utang yang berasal dari pihak eksternal dengan baik untuk menjalankan 
kegiatan administrasinya dan memperbaiki infrastruktur publik untuk peningkatkan 
kinerja keuangannya. Serta, dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai 
salah satu pendapatan penting daerah untuk pembiayaan operasional dan pembangunan 
daerah yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. 
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya 
dapat memasukkan uji efek moderasi pada setiap kelompok sampel untuk memberikan 
hasil lebih memperkuat pada hasil meta-analisis yang dilakukan untuk mengetahui 
variabel yang diuji membutuhkan adanya variabel moderasi atau tidak. Juga diharapkan 
dapat mencari referensi lebih banyak lagi penelitian-penelitian teknik meta-analisis 
untuk menunjang pengolahan data serta mengidentifikasi keragaman hasil dan 
pengukuran pada penelitian terdahulu.  Penggunaan data penelitian dengan rentang 
waktu yang lebih lama sangat disarankan agar diperoleh hasil penelitian yang selaras 
dengan dinamika yang terjadi dengan pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya 
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